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A. Selayang Pandang Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Pembangunan Pembangunan 
Sulawesi SelatanSulawesi Selatan Highlight PembangunanHighlight Pembangunan

• Sumber daya alam
• Daya dukung, daya tampung
• Pertumbuhan penduduk
• PDRB
• Sosial ekonomi
• Iklim bisnis lokal

• Prioritas dan proyek 
strategis nasional

• Kondisi geopolitik
• Perubahan iklim
• Nilai ekonomi karbon
• Krisis pangan
• Potensi resesi global

• Dalam 20 tahun terakhir, Provinsi Sulawesi Selatan telah 
melalui berbagai perubahan dan kegiatan pembangunan 
yang tidak hanya memberikan dampak terhadap kondisi 
sosial ekonomi, tapi juga bentang lahan.

• Kontribusi PDRB paling besar berasal dari sektor Pertanian, 
Kehutanan, dan Perikanan atau ekonomi berbasis 
pengelolaan lahan. 

• Komoditas perkebunan seperti kakao, kelapa, kelapa sawit, 
dan kopi masih merupakan komoditas unggulan dalam 
satu dekade terakhir.

Profil Pembangunan Sulawesi SelatanProfil Pembangunan Sulawesi Selatan

Kondisi Internal Faktor eksternalLinimasa

*Sumber: Paparan Penyusunan Evaluasi RPJPD 2005-2025, 
Kemendagri, 2023.

Persiapan
Evaluasi
Dokrenda

• Evaluasi RPJPD
• KLHS RPJPD
• Penyusunan 

Ranwal RPJPD

• Ranc Teknokratik 
RPJMD & KLHS 
RPJMD

• Musrenbang 
RPJPD

• Pilkada serentak

Penyusunan RPJMD*
Penetapan RPJPD**
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Dinamika Bentang LahanDinamika Bentang Lahan

• Tutupan hutan 2006-2020 
mengalami penurunan 
sekitar 0,12%.

• Dalam jangka 20 tahun, luas 
pertanian meningkat 13,6%.

• Sebesar 13,47% luas 
kebun campur mengalami 
penurunan, tercatat sebagai 
penurunan kelas tutupan 
lahan tertinggi sepanjang 
periode 20 tahun terakhir.

• Peta risiko rawan banjir menunjukkan area rawan 
banjir tinggi berada pada area perkotaan atau 
padat penduduk.

• Risiko rawan karhutla menyebar hampir di setiap 
kabupaten. Tana Toraja, Bone dan Barru menjadi 
kabupaten dominan risiko rawan karhutla.

• Risiko rentan kekeringan dominan berada 
pada area sebelah utara dan selatan provinsi. 
Secara topografi berada pada area rendah dan 
berada pada area padat aktivitas pertanian dan 
perkebunan.

*Sumber: Peta risiko bencana, inarisk BNPB. 

*Sumber: Peta tutupan/penggunaan lahan, KLHK.
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B.  Pengertian dan Ruang Lingkup

Evaluasi dan Penyusunan RPJPD 
Provinsi Sulawesi Selatan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Satu Data Indonesia

Dasar 
Kebijakan

• UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah
• Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah

• Inisiasi Konsep Pertumbuhan Hijau di Indonesia 
pada Tahun 2013 

• Perpres 82 Tahun 2014 tentang Persetujuan 
Pembentukan Lembaga Global Pertumbuhan Hijau

• Peta Jalan Pertumbuhan Hijau Indonesia Tahun 
2018

• UU No. 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik

• PP No. 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008

• Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu 
Data Indonesia

Definisi

Suatu proses pemantauan dan supervisi 
dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
pembangunan serta menilai hasil realisasi 
kinerja dan keuangan untuk memastikan 
tercapainya target secara ekonomis, efisien, 
dan efektif. (Permendagri 86/2017)

Pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi terhadap 
penggunaan modal alam secara bertanggung jawab, 
mencegah dan mengurangi polusi, dan menciptakan 
peluang untuk meningkatkan kesejahteraan 
sosial serta memungkinkan pencapaian tujuan 
pembangunan berkelanjutan (Kazstelan, 2017)

Satu Data Indonesia adalah kebijakan 
Pemerintah Indonesia untuk mendukung 
proses pengambilan keputusan berbasis 
data. 

Tujuan

Memberikan pedoman bagi para calon kepala 
daerah guna menyusun visi, misi, dan program 
serta agar arah kebijakan dan sasaran pokok 
pembangunan tahap pertama RPJPD Tahun 
2025-2030 selaras dengan RPJMD 2025-
2030 maka Daerah perlu segera menyusun 
Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045;

“...meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan 
standar penghidupan yang berkelanjutan dan adil, 
mengurangi polusi, membangun infrastruktur bersih 
dan tangguh, menggunakan sumber daya secara 
lebih efisien, dan menghargai aset-aset alam yang 
seringkali tidak dapat dirasakan secara ekonomi…”

Mewujudkan ketersediaan data yang 
akurat, mutakhir, terpadu, dapat 
dipertanggungjawabkan, mudah diakses, 
dan dibagipakaikan antar Instansi 
Pemerintah untuk mendukung perencanaan, 
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian 
pembangunan (Perpres 39/2019)

Ruang 
lingkup

Evaluasi RPJPD menguji kesesuaian dengan 
RPJPN dan RTRW provinsi, kepentingan umum 
dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
2. Pertumbuhan inklusif dan merata
3. Ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan
4. Ekosistem yang sehat dan produktif memberikan 

jasa lingkungan
5. Pengurangan emisi gas rumah kaca

1. Informasi Geospasial (dasar dan tematik)
2. Data Statistik (dasar, sektoral, dan 

khusus)
Data memenuhi standar data, 
memiliki metadata, memenuhi kaidah 
interoperabilitas data dan menggunakan 
kode referensi dan/atau data induk.

Integrasi
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C.  Kerangka Pikir Integrasi

Integrasi

Menuju Transformasi Ekonomi Hijau di Provinsi Sulawesi SelatanMenuju Transformasi Ekonomi Hijau di Provinsi Sulawesi Selatan

Capaian Pembangunan 
Sulawesi Selatan 20 Tahun 
ke depan dalam Kerangka 
Pertumbuhan Ekonomi Hijau

• Pertumbuhan ekonomi 
berkelanjutan

• Pertumbuhan ekonomi 
yang merata

• Ketahanan ekonomi, 
lingkungan, dan sosial

• Ekosistem sehat 
dan produktif dalam 
menyediakan jasa 
lingkungan

• Penurunan emisi Gas 
Rumah Kaca (GRK)Pelibatan multi-pihak

Penguatan 
(improvement)

Penguatan 
(improvement)

Penilaian 
(assessment)

Penilaian 
(assessment)

Satu Data Indonesia
Bagaimana pelaksanaan SDI 

dapat mendorong pengambilan 
keputusan berbasis data?

Evaluasi RPJPD
Bagaimana evaluasi pembangunan 
dapat menjadi basis pembelajaran 

perencanaan ke depan?

Pertumbuhan Ekonomi Hijau
Bagaimana Sulawesi Selatan dapat 

mencapai tujuan pembangunan dengan 
tetap memperhatikan keseimbangan 

aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial?
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D. Pemetaan Sasaran Pokok RPJPD Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi Hijau dan Satu Data Indonesia

Misi/Sasaran Pokok RPJPD Sasaran Pokok RPJPN Pertumbuhan Ekonomi Hijau Satu Data Indonesia

Misi 1: Mewujudkan peningkatan 
kualitas manusia Sulawesi Selatan 
• Meningkatnya kualitas manusia Sulawesi 

Selatan sebagai dampak dari keterlibatan 
seluruh pihak 

• Meningkatnya kualitas sumber 
daya manusia, termasuk peran 
perempuan dalam pembangunan.

• Terwujudnya karakter bangsa 
yang tangguh, kompetitif, 
berakhlak mulia, dan bermoral 
berdasarkan falsafah Pancasila

Mendukung 
perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi, 
dan pengendalian 
pembangunan melalui 
ketersediaan data dan 
informasi geospasial 
dan statistik
• Pengelolaan data
• Penyediaan data 

yang akurat, 
mutakhir, terpadu

• Aksesibilitas data 
dan keterbukaan 
berbagipakai data

• Transparansi data

Misi 2: Mewujudkan Masyarakat 
Sulawesi Selatan sebagai Komunitas 
Pembelajar 
• Menguatnya ketahanan kelembagaan 

masyarakat 
• Menguatnya kapasitas otonomi dan 

kerjasama daerah kabupaten/kota dalam 
pemecahan masalah lintas daerah

• Tercapainya pertumbuhan 
ekonomi yang berkualitas dan 
berkesinambungan

• T.15. Menetapkan 
pembayaran jasa lingkungan

• T.16. Mempercepat 
pembayaran ganti rugi karbon 
internasional dan domestik

• T.17 Memobilisasi pendanaan 
karbon hutan

Misi 3: Mewujudkan Sulawesi Selatan 
sebagai Wilayah yang Kondusif 
• Terwujudnya tata kelola pemerintahan 

yang menerapkan prinsip akuntabilitas, 
transparansi, bersih dan partisipatif

• Meningkatnya profesionalisme 
aparatur negara pusat dan daerah

Sumber: Peta Jalan 
Pertumbuhan Ekonomi 
Hijau Nasional

Sumber: Perpres 
39/2019 tentang Satu 
Data Indonesia
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Misi/Sasaran Pokok RPJPD Sasaran Pokok RPJPN Pertumbuhan Ekonomi Hijau Satu Data Indonesia

Misi 4: Mewujudkan Sulawesi 
Selatan sebagai satu kesatuan 
sosial-ekonomi yang berkeadilan 
• Tumbuhnya rumpun industri yang 

kuat dan sehat dalam lingkungan 
usaha yang kondusif 

• Tersedianya pasokan listrik dan 
energi dari berbagai sumber dengan 
jaringan yang menjangkau seluruh 
wilayah

• Terpeliharanya daya dukung 
lingkungan pada daerah aliran 
sungai (DAS) dan kawasan pesisir, 
seiring dengan terkendalikannya 
pencemaran lingkungan, serta 
rehabilitasi lahan kritis 

• Tersusunnya 
jaringan infrastruktur 
perhubungan yang 
andal dan terintegrasi

• Mengurangi dampak 
bencana pesisir dan 
pencemaran laut. 

• T.3. Peningkatan nilai tambah dalam ekstraksi 
mineral

• T.5. Mengembangkan sektor teknologi bersih
• T.14. Mengidentifikasi pasar berbasis modal 

alam yang baru
• T.11. Mengembangkan rantai pasokan yang 

berkelanjutan
• T.1. Meningkatkan akses ke layanan energi 

modern di daerah pedesaan terpencil Indonesia
• T.1. Meningkatkan akses ke layanan energi 

modern di daerah pedesaan terpencil Indonesia
• T.2. Mengarahkan sektor energi menuju sumber 

energi rendah karbon
• T.4. Meningkatkan efisiensi energi
• T.6. Mempromosikan pengolahan limbah yang 

lebih baik
• T.9. Memperbaiki pengelolaan hutan dan lahan
• T.10. Mengamankan ekosistem laut

Misi 5: Meningkatkan peran 
Sulawesi Selatan sebagai wilayah 
kepulauan yang mandiri dan maju 
dalam memperkuat ketahanan 
nasional 
• Berkembangnya posisi Sulawesi 

Selatan sebagai pilar budaya bahari 
dan penggerak interkoneksitas 
maritim di Indonesia Timur

• Membangun ekonomi 
kelautan secara 
terpadu dengan 
mengoptimalkan 
pemanfaatan sumber 
kekayaan laut secara 
berkelanjutan.

• T.8. Membangun koneksi antar moda
• T.10. Mengamankan ekosistem laut

Data-Driven 
Policy Making

Big Data 
Analysis

Modelling

Artificial 
Intelligent

Viz/Dash-
board

Prinsip Satu Data

Standar 
Data

Kode 
Referensi

Metadata Interop

Selengkapnya pemetaan sasaran pokok RPJPD Sulsel 2005-2025 dapat dilihat pada tautan berikut: bit.ly/taggingrpjpsulsel
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E.  Pemetaan Pilar dan Indikator

Evaluasi RPJPD mengedepankan pengukuran efektivitas transformasi ekonomi hijau di 
Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan Indeks Ekonomi Hijau.
Indikator ini menilai interaksi sosial-ekonomi-lingkungan dalam lingkup ekonomi hijau serta 
mengidentifikasi potensi risiko dan peluang untuk merancanga kebijakan ekonomi hijau yang 
lebih baik ke depannya.

Pilar Indikator Indikator RPJPD
Sosial  � Rata-rata lama sekolah

 � Angka harapan hidup
 � Tingkat kemiskinan
 � Tingkat pengangguran terbuka

 9
 9
 9
 9  

Lingkungan  � Persentase luas tutupan lahan dari luas daratan Indonesia
 � Bauran energi baru terbarukan dari energi primer
 � Persentase sampah terkelola
 � Persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline
 � Penurunan tutupan lahan gambut

 9
 9

	   
Ekonomi  � Produktivitas tenaga kerja sektor jasa

 � Produktivitas tenaga kerja sektor industri
 � Produktivitas pertanian
 � Pendapatan nasional bruto per kapita
 � Intensitas energi final
 � Intensitas emisi

	

	

 9
 9
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F.  Tahapan  Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi  F.  Tahapan  Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi  
Hijau Hijau ((Green Growth PlanningGreen Growth Planning))

• Rencana induk dan 
peta jalan pertumbuhan 
ekonomi hijau 
merupakan bagian dari 
proses perencanaan 
yang tidak terpisahkan 
dengan dokumen lain 
baik yang dihasilkan 
di tingkat provinsi dan 
kabupaten.

• Posisi rencana induk 
dan peta jalan dapat 
dilihat dalam menerima 
masukan (1-4) dari 
dokumen lain maupun 
berkontribusi sebagai 
masukan untuk 
penyusunan dokumen 
lain (A-C).

RPJP/M Provinsi 
Sulawesi Selatan

Analisis rantai 
pasar, kewilayahan, 

SWOT, DPSIR

Peta Jalan Model Bisnis Renstra 
Komoditas

Dokumen 
Perencanaan 
Provinsi dan 
Kabupaten

Berbagai  
Rencana Kerja

Berbagai 
Rencana  

Ko-investasi

Analisis  
Trade-off

Kaitan dengan 
SDGs, sektor

RAD TPB 
Renstra 
SKPD

Kebijakan 
Pemungkin Rencana Induk

Visi dan Misi 
Daerah

Tujuan Pertumbuhan 
Ekonomi Hijau/GG

Skenario 
Pertumbuhan Hijau

Analisis  
LUMENS

Indikator 
keberlanjutan

Relevansi dalam 
perencanaan  
jangka panjang

1

2

34

A B B
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